BAB 6
SARAN

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia
Farma 52 yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020 hingga 8 Februari

2020, memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1.

Mahasiswa PSPA perlu mempelajari dan memahami peraturan
perundang — undangan yang terbaru terkait farmasi khususnya
di bidang apotek agar dapat melaksanakan pekerjaan
kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
Pembelajaran mengenai alur pelayanan BPJS akan lebih
diperjelas kembali, agar pengobatan pasien berjalan dengan
lancer dan sesuai protocol yang telah ditetapkan.

Pelayanan home pharmaceutical care perlu di tingkatkan
kembali dan bisa dilakukan berkala.

Sistem penyimpanan obat perlu diperhatikan kembali agar tidak

banyak obat yang Expired Date.
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